GUBERNUR JAMBI
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' TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAE 3A
GUBERNUR JAMBL

Menimbang . 4. bahwa schubungan dengan perkembangen yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Al BD keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit orgarisasi, antara kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016 ;

bh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daer: h tentang Perubahan
Anggaran  Pendapatan dan Belanjn  Daerab Tahun
Anggaran 2016.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945 :

Undang-Undang Nomor 19 Darurat ~ahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daeran Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia a
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Und2ng Nomor 61 Tahun 19:8 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1ahun 1957 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 112, Tambahan Lembarin Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

1 8. Undang-Undang ~ Nomor 78 Tahan 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih da1 Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

[S%)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ‘entang Perbedaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan [embaran Negari Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pcengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2)04 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Noror 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(1.embaran Negara Republik Indonesia Taun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Inc onesia Nomor 4438):

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenang Pajak Daerah dan

10.

)

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukdn
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negaia Republik [ndonesia
Nomor 4138)7 -

Pperaturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia
Nomor 4139).

Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemtaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambajan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagzimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan I'emerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Keiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan c¢an Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah  (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tamba1an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712):
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CPeraturan Pemerintah Nomor 23 Thihun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Badan  Layana Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembiran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2)05 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik In fonesia Tahun 20035
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia
Nomor 4574).

. Peratyran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimpangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 ' Nomor 137. Tambahan l.embarin Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (l.embaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambaan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Iibah
(1.embaran Negara Republik Indonesia Tahwun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind anesia Nomor 4577).

Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Thihun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2(06 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerint th (Lembaran Negara
Republik  Indoresia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 4614).

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembzran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2009 Nomor 2):

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor (11 Tahun 2016 tentang
Anggaran  Pendapatan dan Belana Daerah  Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016
Nomor 1); ‘




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
i
MEMUTUSKAN :
L
Menectapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BILANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal |

' : | . '
Anggaran Pendapatan dan Belanja |Daerah Tahun Anggaran 20 6 semula berjumiah
Kp.3 742.023.057!866,00 bcrku‘rang sejumiah Rp.130.191.253.148,51 sehingga menjadi
Rp.3.611.831.804.717,49 dengan rincian sebagai berikut :

’endapatan
a. Semula Rp. 3.441.962.712.618.00
b. Berkurang Rp. 8.041.245.867.18
jumlah Pendapatan ~ Rp. 3.433.921 .466.750.82
2. Belanja:
a. Semula Rp. 3.742.023.057.866.00

Rp. 130.191.253.148.51
Jumlah Belanja  Rp. 3.511.831.804.717.49

Defisit Rp.( 177.910.337.966.67)

bh. Berkurang

-

Pembiayaan

4. Penerimaan
i) Semula Rp. 300.060.345.248.00
2) Berkurang Rp. 122.150.007.281.33

Jumlah Penerimaan  Rp. 177.910.337.966.67
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. - .
Jumlah Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan netto  Rp. 177.910.337.966.,67
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Rp. -

PPasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdir dari :

4. Pendapatan Asli Daerah

|) Semula Rp. 1.273.892.966.618.00

2) Bertambah Rp.  47.974.942.132.82

jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. | 321.867.908.750.82
f.Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.549.917.106.000.00

7) Berkurang Rp. 56.078.348.000.00

jumlah Dana Perimbangan Rp. 1.493.838.758.000,00
¢.1.ain-lain pendapatan Daerah yang sah

i) Semula Rp. 157.465.400.000.00

2) Bertambah Rp. 4.432.976.776.82

Jumlah lain-lain pendapatan yg sah Rp. 161 .898.376.776.82




Pendapatan

a. Pajak Daerah

I') Semula Rp. 1.062.315.000.000.00

2) Bertambah Rp.  41.321.160.893.00
Tumlah Pajak Daerah

hh.Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 20.609.508.602.00
2) Berkurang Rp. . 1.225.840.000.00

Jumlah Relribu.;'i Daerah

¢.1lasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 33.503.058.016.00
2) Bertambah Rp. 3.446.644.463.00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan

d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula - Rp.  157.465.400.000.00
2) Bertambah Rp. 4.432.976.776.82

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis

Rp. .103.636.160.893,00

Rp.  19.383.668.602.00
Rp.  36.949.702.479.00
Rp. 161.898.376.776.82

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf » terdiri dari Jenis

Pendapatan -

a.Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 324.825.208.000.00

2) Berkurang Rp. 324.825.208.000.00
Jumlah bagi hasil

h.Dana Alokasi | '/mum
1) Semula Rp. 1.070.452.478.000.00

2) Berkurang Rp. 1.070.452.478.000.00

fumlah dana alokasi umum

¢.Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah dana alokasi Khusus

154.639.420.000.00
154.639.420.000.00

d.Dana Transfer Umum
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah dana transfer umum

| 354.292.704.000.00

¢.Dana Transfer Khusus
1) Semula
2) Bertambah

Rp. -
Rp.  139.346.054.000.00

Tumlah dana transfer khusus

Rp. -

Rp. -

Rp. -

Rp. 1.354.292.704.000,00
Rp. 139.546.054.000,00
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(4} Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud p ida ayat (1) huruf c

terdiri dari Jenis Pendapatan

a.Jlibah
I) Semula Rp. 1.339.440.000.00
2) Bertambah Rp. 62.160.000.00

Jumlah pendapatan hibah

b.Dana Darurat
I') Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana darurat '

¢.Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. -
) Bertambah Rp. -
Jumlah dana bagi hasil pajak

d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 616.813.200.000.00
2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana pcnyesuzfian dan otonomi khusus

. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang

Rp. 1.401.600.000,00

Rp. -

Rp. -

Rp. 616.813.200.000.00

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah bantuan dana kontijensi/penyeimbang Rp. -
Pasal 3
(1) Bélanja Dacrah secbagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri daii : 3
a.13elanja Tidak [.angsung
1) Semula Rp. 1.738.498.552.823.00
7) Bertambah Rp. 7.656.061.703.46

Jumlah belanja tidak langsung

n.Belanja Langsung
1) Semula
2) Berkurang Rp.
Jumlah belanja langsung

Rp. 2.003.524.505.043.00
137.847.314.851.97

(3]

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Berkurang Rp.
jumlah belanja pegawai

Rp. 607.547.807.575.00
7.931.827.373 .41

= ]

3elanja Subsidi

i) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah belanja subsidi

:. Belanja Hibah

~

633.863.200.000,00
1.300.000.000.00

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp
Jumlah belanja hibah

Rp. 1 746.154.614.526.46

Rp. 1.865.677.190.191,03

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turuf a terdin dari

Rp. 599.615.980.201.59

Rp. 635.163.200.000,00




«d.Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. , -
2) Bertambah Rp. | - ;
Tumlah belanja bantuan sosial ! Rp. -

¢. Belanja Bagi Hasil - {
l) Semula | Rp. 4%1.755.700.000.00
2) Bertambah Rp 7.233.507.254.87
Jumlah belanja bagi hasil | |

Rp. 498.989.207.254.87

. Belanja Bantuan Keuangan

)

1) Semula - Rp. 10.231.845.248.00

2) Bertambah Rp. | 279.416.322.00

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 10.511.261.570,00
¢.Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 5.100.000.000.00

2) Berkurang Rp. 3.225.034.500.00

Jumlah belanja tidak terduga Rp. 1.874.965.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b erdiri dari jenis

belanja :
a.Belanja Pegawai

1) Semula _Rp. 149.339.146.143.66

2) Berkurang Rp. 11.111.126.660.00

Jumlah belanja pegawai Rp. 138.228.019.483.,66
h.Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 766.805.438.424,34

2) Berkurang Rp.  48.990.684.329.97

Jumlah belanja barang dan jasa Rp.  717.814.754.094,37
¢.Belanja Modal

1) Semula Rp. 1.087.379.920.475.00

2) Berkurang Rp. 77.745.503.862.00 4

Jumlah belanja modal Rp. .009.634.416.613.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiii dari :
a.Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 300.060.345.248.00

2) Berkurang Rp. 122.150.007.281.33

Jumlah penerimaan Rp. 177.910.337.966.67
b.Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pengeluaran Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'a terdiri dari :
4. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

i) Semula Rp. 300.060.345.248.00

2) Berkurang Rp. 122.150.007.281.33

jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 177.910.337.966.,67
b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

jumlah pencairan dana cadangan . Rp. -
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¢ asil Penjualan Kekayvaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Fp.
1) Semula Rp. - :
2) Bertambah Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan Rp. i\ -
d Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. -

¢. Penerimaan kembali |‘vcml‘?erian pinjaman sejumlah Rp.

I) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -

(. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
' 4. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
! 1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. -

)

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penyertaan modal daerah Rp. -

¢.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.

1) Semula Rp. e s

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh

fempo Rp. -
J.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. =

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi

daerah Rp. -

Pasal 5
[ 'ntuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan
mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
|. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.

. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam ragka pemulihan yang
discbabkan oleh kondisi darurat.




( "y 3 ' Pasal 6

i1 lebil 1aijut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
|

lud dalari Pasal 1. tercantum dalam lampiran yang merupal an bagian yang tidak
ijsahkan dar Peraiuran Daerah ini, terdiri dari

rmpiran Ringkasan Perubahan APBD:

unpiran i Ringkasan Perubahan APBD menuiut Urusan Pemenmdh Dlelall

dan Organisasi SKPD;,

I

ampiran Rincian Perubahan APBD menurut [/rusan ’emerintahan Daerah.
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ‘

rampiran 1% Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiz tan;
Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk l\eselarasa1 dan

keterpaduan Utusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara,

5 lLampiran Vi Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan .

Lampiran VI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tclah ditetapkan dengan

peraturan daerah |

i Lampiran VIIT  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran set elumnya yang belum
diselesalkan dan dianggarkan kembali dalam thun anggaran ini ;

) Lampiran i X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Andgaran Pendapatan dan Belanja Daerah [ahun Anggaran 2016
sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan ¢Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

TR
Lo

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Agar seliap orang me ngetahui, memerintahkan penuundan"an Peraturan Dael ah ini

Ditetapkan di Jam b1 A
pada tanggal 15 Nopember 2016

GUBERNUR JAMBI
ttd
H.ZUMI ZOLA Z JLKIFLI
Diundangkandi Jambi
pada tanggal i 5 Nopember 2016

SFIRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ttcl
H. RiDHAM PRISKAP

LIE.MBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 9

A1 SH. MH
TURAN DAERAH PROVINSI JAMBI - (9/309/2016)



